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5. Peraturan Pemerin
tah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pe ;
;::;at.“‘.“" Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
21 Td-ldikﬂn. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. geelraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
ayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (lembaran Negara Rl Tahun
2014 Nomor 221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Pendidikan Dan Kebudayaan;
un 2016 tentang Susunan

12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tah
i Serta Bagan Struktur Dinas Penanaman
(Berita

Organisasi Tugas dan Fungsi
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo,
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 37);

13. Peraturan Bupati Bungo Nomor 63 tahun 2020 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN:
ANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Menetapkan - KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEN
TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM/ SATUAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MELATI KELURAHAN BUNGO
TAMAN AGUNG KECAMATAN BATHIN IIL
- Memberikan  lzin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Taman

KESATU :
Kanak-Kanak (TK) Kepada :
: Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) MELATI

E

Nama Sekolah

Nama Badan Hukum : PAUD Melati
. J.. Tanah Tumbuh Kelurahan Bungo Taman Agung

Alamat Sekolah
Kecamatan Bathin Il Kabupaten Bungo
: Dalam menyelenggarakan/mengelola kegiatan pendidikan, Pemegang lzin
berkewajiban untuk :
usaha meningkatkan mutu dan

1. Membantu Pemerintah dalam
kesempatan belajar dengan mengusahakan ketersediaan
ah yang cukup dan memadai serta

KEDUA

pemerataan
fasilitas pendidikan dalam Juml
memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk
kepentingan pendidikan.
2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha-usaha yang bersifat
komersial.
3. Menjaga mutu kependidjkan/pcngajar, melaksanakan kurikulum dan
sekolah serta peralatan pendidikan sesuai dengan
laku untuk kelancaran proses

administrasi

Peraturan Perundang-undangan yang ber
belajar mengajar disekolah, dan tidak mem
anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan
Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

berikan pelajaran kepada
dengan
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